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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Transaksi non tunai pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kabupaten Kebumen diterapkan sejak Januari 2018 sesuai Peraturan Bupati 

Kebumen Nomor 70 Tahun 2017. Alat yang digunakan untuk pelaksanaan 

transaski non tunai adalah Cash Management System (CMS) Bank Jateng. Pihak- 

pihak yang mendapatkan otorisasi untuk menggunakan CMS adalah Bendahara 

Pengeluaran sebagai operator, Kepala Sub Bagian Keuangan sebagai cheker dan 

Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran sebagai eksekutor. 

2. Pencatatan atau pembukuan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran 

menggunakan Financial Management Information System (FMIS) dari BPKP. 

Dengan sistem ini Bendahara Pengeluaran mencatat seluruh transaksi kas masuk 

dan kas keluar pada buku kas umum dan membuat laporan bulanan, semesteran 

dan tahunan. 

3. Transaksi non tunai belum seratus persen diterapkan karena ada beberapa belanja 

yang dikecualikan. Namun demikian pelaksanaan implementasi transaksi non tunai 

dianggap suatu keberhasilan dalam mewujudkan prinsip-prinsip good governance 

yaitu akuntabilitas, transparansi, efektif, dan efisien karena dengan transksi non 

tunai, semua transaksi tercatat secara sistematis dan real, pembayaran tanpa melalui 

perantara, dan pencatatan dapat disajikan secara akurat dan tepat waktu. 
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B. Saran 

 

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat disarankan sebagai berikut: 

1. Untuk Bank Jateng diharapkan dapat menambah jam operasional transaksi non 

tunai bagi rekanan atau pihak ketiga yang tidak memiliki rekening Bank Jateng 

tidak hanya sampai dengan jam dua belas siang untuk memperlancar proses 

transaksi pembayaran. 

2. Untuk peneliti berikutnya diharapkan agar dapat meneliti lebih lanjut terkait 

implementasi transaksi non tunai di setiap instansi lainnya. 

C. Keterbatasan 

 

Penelitian dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten 

Kebumen tidak menyeluruh pada SKPD yang ada di Kabupaten Kebumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


